GUBERNUR SULAWES] SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWES] SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

Menimbang

Mengingat

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas

dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban belanja barang untuk
dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak

ketiga/pihak lain secara transparan dan akuntabel;
bahwa di dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana
dimaksud dalam hurut a dan hurut b, pertu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan
Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 27 Tahun 2022
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Darn
Korupsi. Kotusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409):

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomiSi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik I[ndonesia Nomor 42050)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
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2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Pepublik Indonesia Nomor 4355} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400j,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430} sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-
Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6084);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856}

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubilik
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6775);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kcuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloiaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
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Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang  Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Bernita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076};

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8
Tahun 2010 tentang Penangguiangan  Bencana
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Seiatan Tahun 2010
Nomor 8):

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 319);

25. Peraturan -Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 27 Tahun
2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Seiatan Tahun 2022 Nomor 29},

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAFERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 29), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
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Pasal 8

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna
Anggaran {KPA).

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan
besaran anggaran kegiatan/sub Kkegiatan, lokasi,
dan/atau rentang kendali.

Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub
kegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola
besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang
kriterianya ditetapkan oleh Cwubernur.

Pertimbangan Iokasi dan/atau rentang kendali
dilakukan terhadap SKPD yvang membentuk Cabang
Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau
sesuali dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan vyang mengatur mengenai pengelolaan
keuangan daerah.

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh
Gubemnur atas usul kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang
dipimpinnya;

c. melakukan pengujian  atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama
dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telah ditetapkan;
melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggung jawabnya; dan

g melaksanakan tugas KPA lainnya sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab

kepada PA.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah

dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat

melimpahkan kewenangannya memungut pajak

daerah kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA

menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan

barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat

pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan

perdaturan perundang-undangar.

KPA vyang merangkap sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki

kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat

pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus,

KPA mempunyai tugas:
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a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

c. melakukan tindakan vang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja
dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

f.  melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g mengadakan ikatan/perjanjian kerja  sama
dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM,;

i. mengelola utang dan piutang daerah vang
menjadi tanggungjawab SKPD vang dipimpinnyva;

j.  menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
unit organisasi bersifat khusus yang
dipimpinnya,;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnva dalam  unit
organisasi bersifat khusus vyang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan
tetentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf a angka 2 dianggarkan dengan
ketentuan:

a. belanja barang dan jasa digunakan untuk
menganggarkan pengadaan barang/jasa vang
nilai manfaatnva kurang dan 12 (dua belas)
bulan, termasuk barang/jasa vang akan
diserahkan atau dijual kepada masvarakat/pihak
ketiga/pihak lain disesuaikan dengan kebutuhan
nvata vang didasarkan atas pelaksanaan tugas
dan fungsi SKPD, standar kebutuhan vang
ditetapkan oleh Gubernur, jumlah pegawai dan
volume pekerjaan, serta —memperhitungkan
estimasi sisa persediaan barang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan keuangan
daerah;

b. pengadaan barang diserahkan atau dijual kepada
masvarakat /pthak ketiga/pthak lain vang akan
diserahkan kepemilikannva kepada
masvarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun
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anggaran berkenaan, dianggarkan sebesar harga
beli/ bangun barang/ jasa yang akan
diserahkan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yvang
terkait dengan pengadaan/pembangunan
barang/jasa sampai siap diserahkan;

C. penganggaran belanja barang untuk
dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lam, agar memperhatikan bahwa:

1. penganggaran belanja barang untuk
dijual/diserahkan keépada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari bagian pencapaian
target Kinerja  yang tertuang  dalam
RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah dan
dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
‘Daerah;

2. penganggaran belanja barang untuk
" dijual/diserankan kepada masyarakai/pihak
ketiga/ pihak lain memiliki data dan informasi
yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan

3. usulan penganggaran belanja barang untuk
dijual/diserahkan kepada masyarakat /pihak
ketiga/pihak lain dilakukan oleh SKPD terkait
tanpa ada pengajuan proposal dari calon
penerima.

d. belanja barang dan jasa yang akan
dijual/diserahkan kepada  masyarakat/pihak
kctiga/pihak lain pada tahun  anggaran
berkenaan, hanya diuraikan dalam objek belanja
barang dan belanja jasa, sedangkan penerima
barang dan jasa yang akan dijual/diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain
dicantumkan dalam Keputusan Kepala SKPD;

dan
e. belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek
belanja barang, belanja jasa, belanja

pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan
belanja uwang dan/atau jasa untuk diherikan
kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain;

Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan

dan pertanggungjawaban serta monitoring dan

evaluasi belanja barang dan jasa sebagaimana
dimaksud pada avat (]} ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis

Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:

a. belanja barang digunakan untuk menganggarkan
pengadaan ba#ang berupa barang pakai habis,
barang tak habis pakai, dan barang bekas
dipakai;

b. belanja jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang
dari 12 {dua belas) bulan antara lain berupa jasa
kantor, asuransi, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa  sarana
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mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan
dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan
layanan (availibility paymenty, beasiswa
pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi,
dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif
pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN,
dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi
pegawai non ASN;

c. belanja pemeliharaan digunakan untuk
menganggarkan belanja pemeliharaan tanah,
belanja pemeliharaan peralatan dan mesin,
belanja pemeliharaan gedung dan bangunan,
belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi,
beianja pemeitharaan aset tetap lainnya, dan
belanja perawatan kendaraan bermotor;

d. belanja perjalanan dinas digunakan untuk
menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam
negeri dan be!:anja perjalanan dinas luar negeri;
daii

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain
digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau
jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang
dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan
pada SKPD terkait.
Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang
yang diberikan kepada masyarakat/ pihak
ketiga/pihak lain dianggarkan wuntuk pemberian
uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam
rangka mendukung pencapaian target kinerja
Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum
dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang
yang diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain diberikan dalam bentuk:
pemberian hadiah yang bersifat perlombaan,;
penghargaan atas suatu prestasi;
pemberian beasiswa kepada masyarakat;
penanganan dampak sosial kemasyarakatan
akibat penggunaan tanah milik pemerintah
daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek
strategis nasional dan non proyek strategis
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. transfer ke daerah dan dana desa yang
penggunaannva sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

f bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian;
dan/atau

g belanja barang dan jasa berupa pemberian uang
lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

pO o
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3. Ketentuan ayat (5) Pasal 119 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(<)

(4)

()

Pasal 119

Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat
tahun jamak (multiyears), harus ditetapkan terlebih
dahulu dengan Peraturan Daerah.

Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan
atas persetujuan bersama antara Gubernur dan
DPRD.

Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan
KUA dan PPAS.

Nota Kkesepakatan (Persetujuan bersama antara
Gubernur dan DPRD) tahun jamak sekurang-
kurangnya memuat:

a. nama sub kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
¢. jumlah anggaran; dan
d. alokasi anggaran per tahun.

Sub kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub
kegiatan vyang secara teknis merupakan satu
kesatuan untuk menghasilkan satu output yang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dar 12
(dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang
menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada
pergantian tahun anggaran seperti penanaman
benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis
laut/ udara, makanan dan obat di rumah sakit,
layanan pembangunan sampah dan pengadaan
jasa cleaning service;

c. jarigka waktu' pelaksanaan tahun jamak tidak
melampaui masa jabatan Gubernur, kecuali
kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan
prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d. dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa
jabatan Gubernur berakhir sebelum akhir tahun
anggaran, sub kegiatan tahun jamak dimaksud
dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun
anggaran.
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Pasal [l

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 22 Maret 2024

P; SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI ATAN,

ANDI MUHAMMAD ARSJAD
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 10


22 Maret 2024

22 Maret 2024
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